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Abstrak 
Kawasan Subosukawonosraten memiliki pusat kegiatan ekonomi yang berada di Kota Surakarta sehingga perlu diiringi dengan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut supaya kesenjangan wilayah tidak semakin tinggi. Tujuan penelitian 
ini untuk mengetahui distribusi setiap variabel, mengetahui hubungan antar variabel, mengetahui pengaruh pertumbuhan 
ekonomi dan pembangunan manusia terhadap ketimpangan wilayah, dan merumuskan rekomendasi pengembangan wilayah.  
Data dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan analisis Laju Pertumbuhan Ekonomi 
(LPE), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), ketimpangan wilayah, shift-share, korelasi pearson, tipologi hubungan, dan 
regresi data panel. Hasil persamaan regresi menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang paling besar 
yaitu 3,60 persen, diikuti oleh variabel dummy berpengaruh sebesar 0,014 persen, dan pembangunan manusia memiliki 
pengaruh terhadap penurunan ketimpangan sebesar 0,003 persen. Rekomendasi pengembangan wilayah yang diberikan 
memperhatikan tipe  wilayah, karakteristik wilayah, sektor pembentuk PDRB, dan disesuaikan dengan misi tiap 
kabupaten/kota yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
 
Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, ketimpangan wilayah, pengembangan wilayah. 
 
Abstract 
The economic center of this area is Surakarta City, and thus, this city requires the improvement of community welfare to 
decrease regional disparity. This study aims to (1) investigate the distribution of each variable, (2) identify the relation of each 
of the variables, (3) investigate the influence of economic growth and human development on regional disparity, and (4) 
formulate several recommendations for area development. The techniques of data analysis of this study were analysis of 
economic growth rate, human development index, regional disparity, shift-share, Pearson correlation, typological relation, 
and panel data regression. The result of regression equation indicates that the variable of economic growth has the biggest 
influence on decreasing regional disparity for 3,60%, followed by dummy variable for 0,014%, and human development for 
0.003%. This study recommends that the development of the areas must consider the region types, regional characteristics, 
determinants of Gross Regional Domestic Product, and mission of each regency/city as stated in Regional Medium-term 
Development Plan. 
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PENDAHULUAN 
Pembangunan suatu wilayah dapat 
ditinjau dari ketersediaan sumber daya alam 
dan sumber daya manusia yang dimilikinya. 
Semakin banyak sumber daya  yang 
dimiliki maka wilayah tersebut semakin 
berpotensi menjadi pusat kegiatan bagi 
wilayah disekitarnya. Pusat kegiatan yang 
berada di suatu wilayah dapat menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi yang signifikan. 
Kondisi saat ini adanya pemusatan fasilitas 
umum dan sub-sub pertumbuhan ekonomi 
yang belum saling berkaitan satu dengan 
yang lain. Menurut Todaro & Smith (2006), 
pembangunan harus mencakup kegiatan 
sosial hingga institusi nasional untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
menghindari ketimpangan pendapatan, dan 
mengentaskan kemiskinan sehingga 
masyarakat menjadi sejahtera. 
Pertumbuhan ekonomi merupakan 
suatu fenomena yang menentukan tingkat 
kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
Menurut (Kuncoro, 2004), pertumbuhan 
ekonomi, struktur ekonomi, dan rendahnya 
tingkat ketimpangan pendapatan menjadi 
acuan ukuran keberhasilan ekonomi. 
Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu 
provinsi di Indonesia yang memiliki 
kekayaan sumber daya ekonomi. Berbagai 
sektor berkembang dan menjadi sumber 
pemasukan. Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 
sektor industri pengolahan pada tahun 
2013−2017 memberikan kontribusi terbesar 
daripada sektor lainnya dan terus 
mengalami peningkatan dengan kontribusi 
terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar 
308.820.968,45 miliar rupiah.  
Kawasan Subosukawonosraten 
merupakan kelompok kabupaten/kota di 
Jawa Tengah yang terdiri dari 7 
kabupaten/kota yaitu Kota Surakarta, 
Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 
Wonogiri, Sragen, dan Klaten dengan total 
luas area sebesar 5.722,38 km². Letak 
Subosukawonosraten sangat strategis karena 
berdekatan dengan pusat-pusat kegiatan 
perdagangan di Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. Kabupaten/kota yang masuk dalam 
Subosukawonosraten sudah mempunyai 
fokus pengembangan wilayahnya masing-
masing berdasarkan sumber daya yang 
dimiliki. 
Rata-rata laju pertumbuhan Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas 
Dasar Harga Konstan tahun 2013−2017 
menunjukkan 7 kabupaten/kota yang masuk 
dalam kawasan  Subosukawonosraten pada 
tahun 2017 tertinggi mencapai 5,81 persen. 
Perbedaan nilai yang tidak begitu signifikan 
seharusnya bisa membuat 7 kabupaten/kota 
tersebut memiliki tingkat kemajuan wilayah 
yang tidak berbeda pula, namun 
kenyataannya pada saat ini, kegiatan 
ekonomi bergeser ke Kabupaten Sukoharjo.  
Pembangunan ekonomi tiap wilayah 
berbeda-beda dan dapat diukur tingkat 
keberhasilannya dengan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat secara merata 
yang diketahui melalui Indeks 
Pembangunan Manusia. Besaran nilai 
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 
mempengaruhi tingkat produktivitas tenaga 
kerja.  
Menurut Becker (1995) dalam 
(Agus, 1995), menyebutkan bahwa IPM 
memiliki pengaruh negatif terhadap 
ketimpangan. Indeks Pembangunan 
Manusia meninjau 3 aspek utama, yaitu usia 
harapan hidup, tingkat pendidikan, dan 
pendapatan riil per kapita. Semakin tinggi 
tingkat pendidikan akan berpengaruh pada 
tingkat produktivitas tenaga kerja yang 
semakin tinggi pula. Pendidikan memiliki 
pengaruh pada pertumbuhan ekonomi 
karena akan mengurangi ketimpangan 
pendapatan yang dikarenakan dapat 
mengubah tingkat produktivitas tenaga 
kerja menjadi semakin baik.  
Perbedaan ketersediaan sumber daya 
dan kondisi geografis juga dapat 
mempengaruhi ketimpangan. Semakin 
banyak sumber daya yang bisa 
dikembangkan maka menambah potensi 
kemajuan dibandingkan wilayah sekitarnya. 
Sumber daya yang dimiliki masing-masing 
kabupaten/kota di Subosukawonosraten 
mempengaruhi perencanaan pengembangan 
yang berbeda-beda, seperti pengembangan 
usaha susu di Boyolali, pengembangan 
furnitur di Klaten, pengembangan tekstir di 
Sukoharjo, dan objek wisata.  
Pemerintah sudah berupaya dalam 
melakukan pembangunan daerah terutama 
dalam bidang ekonomi dan pengentasan 
kemiskinan. Realisasinya terdapat 
pembangunan daerah yang terfragmentasi 
dan tingkat kesejangan atau ketimpangan 
masih tinggi antar daerah karena kurangnya 
perhatian pemerintah pusat terhadap 
perencanaan pembangunan daerah yang 
menyebabkan berkurangnya sarana dan 
prasarana yang tersedia. Permasalahan 
ketimpangan harus segera diatasi untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Terwujudnya kesejahteraan dapat menutup 
kesenjangan yang ada di kelompok 
masyarakat. 
Tujuan penelitian ini terdiri dari 4 
(empat), yaitu (1) mengidentifikasi 
distribusi pertumbuhan ekonomi, 
pembangunan manusia, dan  ketimpangan 
wilayah tiap kabupaten/ kota di Kawasan 
Subosukawonosraten; (2) mengetahui 
hubungan pertumbuhan ekonomi, 
pembangunan manusia, dan ketimpangan 
wilayah tiap Kabupaten/Kota di Kawasan 
Subosukawono-sraten; (3) Menganalisis 
pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan manusia terhadap 
ketimpangan wilayah tiap Kabupaten/Kota 
di Kawasan Subosukawonosraten; dan (4) 
merumuskan rekomendasi pengembangan 
wilayah di Kawasan Subosukawonosraten. 
 
METODE PENELITIAN 
Metode penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah metode 
kuantitatif. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini seluruhnya adalah data 
sekunder berupa data panel yang meliputi 
data silang tempat (cross section) 7 
kabupaten/kota yang masuk dalam kawasan 
Subosukawonosraten dan data silang waktu 
(time series) tiap kabupaten selama 5 tahun 
yaitu dari tahun 2013−2017 yang 
diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Data 
tersebut mengacu pada 3 variabel yang akan 
diteliti yaitu pertumbuhan ekonomi, 
pembangunan manusia dan ketimpangan 
wilayah. 
Variabel independen pada penelitian 
ini adalah pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan manusia. Variabel 
pertumbuhan ekonomi memerlukan data 
berupa  Laju Pertumbuhan Ekonomi tiap 
Kabupaten/Kota di Kawasan 
Subosukawonosraten dan Dokumen 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah. Variabel pembangunan manusia 
memerlukan data Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM) menurut Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah tahun 2013−2017. 
Sedangkan variabel dependen berupa 
ketimpangan wilayah yang memerlukan 
data PDRB Per Kapita 7 Kabupaten/Kota, 
PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah dan 
Jumlah Penduduk. 
Teknik analisis dalam penelitian ini 
menggunakan metode analisis deskriptif 
kuantitatif. Analisis deskriptif berfungsi 
untuk mendeskripsikan permasalahan yang 
diteliti yang kemudian dituangkan dalam 
bentuk tabel, grafik, dan peta. Analisis 
pertumbuhan ekonomi menggunakan Laju 
Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan 
untuk menjawab tujuan pertama. Tujuan 
kedua dibuktikan dengan melakukan uji 
statistik Korelasi Pearson dan tipologi 
hubungan. Tujuan ketiga menggunakan 
regresi data panel dan tipologi hubungan 
dengan melihat klasifikasi masing-masing 
variabel. Adanya analisis tersebut dapat 
dirumuskan rekomendasi  pengembangan 
wilayah yang disesuaikan dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
untuk menjawab tujuan keempat. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu 
wilayah menjadi parameter untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat, 
pemerataan pendapatan, dan mengurangi 
pengangguran melalui perluasan lapangan 
pekerjaan. Laju Pertumbuhan Ekonomi 
merupakan salah satu alat yang digunakan 
untuk mengukur tingkat pertumbuhan 
ekonomi dari tahun ke tahun. Nilai laju 
pertumbuhan ekonomi didapatkan dari 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Atas Dasar Harga Konstan 2010. 
Penggunaan harga konstan dimaksudkan 
untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi 
secara riil dari tahun ke tahun tanpa 
dipengaruhi oleh faktor harga. Laju 
pertumbuhan Ekonomi dilihat dari tahun 
2013 hingga tahun 2017 sehingga variasi 
laju pertumbuhan yang terjadi sangat 
dipengaruhi oleh besaran jumlah PDRB 
dalam 5 tahun tersebut. 
 
Tabel 1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 
Menurut Kabupaten/Kota di Kawasan  
Subosukawonosraten Tahun 2013−2017 
(persen) 
Kab./Kota 2013 2014 2015 2016 2017 
Rata-
Rata 
Kab. 
Boyolali 
5,83 5,42 5,96 5,30 5,52 5,55 
Kab. Klaten 5,96 5,84 5,30 5,14 5,07 5,34 
Kab. 
Sukoharjo 
5,78 5,40 5,69 5,71 5,72 5,63 
Kab. 
Wonogiri 
4,78 5,26 5,40 5,23 5,17 5,27 
Kab. 
Karanganyar 
5,69 5,22 5,05 5,37 5,52 5,29 
Kab. Sragen 6,70 5,59 6,05 5,74 5,81 5,80 
Kota 
Surakarta 
5,83 5,28 5,44 5,32 5,33 5,34 
 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. 
Laju pertumbuhan ekonomi 7 
(tujuh) kabupaten kota yang ada di kawasan 
Subosukawonosraten tahun 2013-2017 
memiliki nilai yang fluktuatif. Kabupaten 
Wonogiri pada tahun 2014-2015 memiliki 
angka laju pertumbuhan ekonomi terendah 
yaitu 4,78 persen dari keseluruhan laju 
pertumbuhan PDRB yang ada (Tabel 1). 
Meskipun Kabupaten Wonogiri pada tahun 
2013 memiliki angka laju pertumbuhan 
ekonomi paling rendah, namun pada tahun 
selanjutnya yaitu tahun 2014 kabupaten ini 
justru mengalami kenaikan dibandingkan 
dengan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten 
yang terus mengalami peningkatan mulai 
tahun 2014 adalah Kabupaten Sukoharjo 
meskipun tidak memiliki nilai yang 
signifikan.  
Perbedaan laju pertumbuhan 
ekonomi setiap kabupaten/kota disebabkan 
karena perbedaan potensi sumber daya alam 
yang dimiliki. Kabupaten/kota yang 
memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi yang 
tinggi menunjukkan adanya potensi sumber 
daya alam yang melimpah. Sebaliknya, 
kabupaten/kota yang memiliki Laju 
Pertumbuhan PDRB yang lebih rendah 
menunjukkan potensi sumber daya alam 
yang terbatas. Selain itu, pertumbuhan 
ekonomi kabupaten dan kota yang ada di 
Jawa Tengah didukung dengan adanya 
aktivitas ekspor yang memiliki tujuan ke 
berbagai negara. Komitmen pemerintah pun 
juga tinggi kaitannya dengan peningkatan 
akses untuk investasi dan pembangunan 
infrastruktur. 
Pertumbuhan PDRB per kapita 7 
kabupaten/kota di kawasan Subosukawo-
nosraten pada tahun 2013-2017 memiliki 
nilai yang bervariasi. Kota Surakarta 
memiliki PDRB per kapita tertinggi setiap 
tahunnya dan pada tahun 2017 mencapai 
pendapatan sebesar Rp61.156.478. Hal ini 
didasari oleh PDRB yang tinggi setiap 
tahunnya dengan jumlah penduduk yang 
justru paling sedikit dibandingkan 
kabupaten lainnya. PDRB per kapita 
terendah dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri 
yaitu Rp17.921.347. Akses terhadap sumber 
daya di wilayah tersebut menjadi salah satu 
penyebab rendahnya nilai PDRB 
(Rahmaningtyas & Setyono, 2015). Selain 
itu, rendahnya pendapatan per kapita 
disebabkan karena banyaknya jumlah 
penduduk tidak diimbangi dengan kenaikan 
pendapatan daerah atau PDRB. Menurut 
Chenery dan Syrquin (1975), peningkatan 
pendapatan per kapita akan mengalami 
perubahan yang semula mengandalkan 
sektor pertanian menjadi sektor industri. 
Selain itu, menurut penelitian (Ghosh, 
2011), pengeluaran per kapia, infrastruktur 
fisik memiliki, serta kesetaraan gender 
dalam pendidikan dan pekerjaan memiliki 
dampak positif pada tingkat dan 
pertumbuhan pendapatan per kapita. 
Setiap kabupaten/kota yang masuk 
dalam Kawasan Subosukawonosraten 
memiliki peranannya masing-masing dalam 
perekonomian di kawasan tersebut. 
Kontribusi yang diberikan setiap daerah 
tidaklah sama, tergantung pada pendapatan 
yang didapatkan sehingga besaran 
kontribusi ada yang tinggi dan rendah. 
Struktur ekonomi di Kota Surakarta 
memiliki distribusi PDRB tertinggi setiap 
tahunnya dan memiliki rata-rata yang 
mencapai 18,92 persen. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa Kota Surakarta 
menjadi daerah yang paling berpengaruh 
pada kondisi perekonomian kawasan 
Subosukawonosraten karena fungsi Kota 
Surakarta banyak sebagai pusat pelayanan 
masyarakat. 
Tipologi klassen atau 
pengelompokkan wilayah dilakukan setiap 
tahun untuk mengetahui perubahan 
kedudukan setiap daerah. Daerah yang 
mengalami pergeseran posisi ke tipe yang 
lebih tinggi maka menunjukkan semakin 
baiknya kondisi daerah tersebut. 
Sebaliknya, daerah yang justru bergeser 
pada tipe yang lebih rendah menunjukkan 
adanya penurunan kondisi daerah. 
Berdasarkan tabel 2. Kota Surakarta 
masuk tipe I atau tipe II pada setiap 
tahunnya. Tahun 2013, Kota Surakarta 
berada di tipe I yang menunjukkan kondisi 
paling baik diantara seluruh tipe yaitu 
daerah yang maju dan cepat tumbuh, namun 
berbeda dengan tahun-tahun berikutnya. 
Tahun 2014, Kota Surakarta mengalami 
penurunan yang disebabkan oleh laju 
pertumbuhan ekonomi yang nilainya 
berubah menajdi di bawah rata-rata. Hal 
tersebut menyebabkan perubahan posisi 
Kota Surakarta masuk ke tipe II, begitu pula 
hingga tahun 2017 tetap dalam tipe tersebut. 
Tingkat perkembangan wilayah 
untuk kabupaten berada di tipe III dan tipe 
IV yang berarti bahwa pendapatan per 
kapita memiliki posisi yang berkebalikan 
dengan daerah perkotaan. Kabupaten Klaten 
dan Kabupaten Sragen memiliki tipe yang 
sama setiap tahunnya yaitu tipe III, 
sedangkan Kabupaten Wonogiri tetap 
berada di tipe IV. Tidak adanya perubahan 
tipe wilayah dari ketiga kabupaten tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat perkembangan 
wilayah masih sama atau tidak ada 
perubahan yang signifikan dari kedua 
indikator yaitu pendapatan per kapita dan 
laju pertumbuhan ekonomi sehingga tidak 
menyebabkan pergeseran posisi ketiganya. 
Setiap wilayah memiliki 
keberagaman potensi ekonomi karena 
adanya perbedaan karakteristik yang 
dimiliki. Variasi potensi ekonomi 
tergambarkan pada pendapatan setiap 
lapangan usaha. Produk Domestik Regional 
Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha 
menunjukkan tingkat kontribusi setiap 
sektor terhadap PDRB yang terdiri dari 17 
lapangan usaha. Semakin tinggi kontribusi 
setiap sektor terhadap PDRB menunjukkan 
bahwa semakin besar pula kemampuan 
suatu wilayah dalam menghasilkan barang 
dan jasa. Adanya jumlah PDRB yang tinggi 
menyebabkan adanya pertumbuhan yang 
tinggi pula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lapangan usaha yang memberikan 
kontribusi terbesar terhadap PDRB 
kawasan  Subosukawonosraten tahun 2013-
2017 adalah industri pengolahan dengan 
kontribusi rata-rata sebesar 28.24 persen. 
Hal ini menunjukkan sektor industri 
pengolahan merupakan sektor yang 
mendominasi di kawasan  
Subosukawonosraten. Lapangan usaha 
selanjutnya yang memiliki konstribusi yang 
juga besar yaitu Perdagangan Besar dan 
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 
dengan kontribusi rata-rata sebesar 18.37 
persen. Terbukti dengan semakin 
banyaknya bisnis perdagangan berupa mall 
dan toko-toko modern. Selain itu, 
meningkatnya jumlah pembelian ritel 
kendaraan bermotor sehingga usaha reparasi 
memiliki peluang besar untuk 
dikembangkan. 
Analisis shift-share dapat digunakan 
untuk menganalisis struktur ekonomi suatu 
wilayah dan pertumbuhan sektor-sektor 
perekonomian suatu wilayah menggunakan 
waktu selama dua periode. Berdasarkan nilai 
pertambahan PDRB setiap kabupaten/kota 
yang ada di kawasan Subosukawonosraten 
sebagian besar kabupaten/kota memiliki 
Tabel 2. Tipologi Klassen Perkembangan Ekonomi Kawasan Subosukawonosraten 
 
Tipe I 
Daerah Maju dan 
Cepat Tumbuh 
Tipe II 
Daerah Maju tapi 
Tertekan 
Tipe III 
Daerah Berkembang 
Cepat 
Tipe IV 
Daerah Relatif 
Tertinggal 
2013 Kota Surakarta - 
Kab. Klaten, 
Kab. Sragen 
Kab. Boyolali, 
Kab. Sukoharjo, 
Kab.Wonogiri, 
Kab.Karanganyar 
2014 - Kota Surakarta 
Kab. Klaten, 
Kab.Sragen 
Kab.Boyolali, 
Kab.Sukoharjo, 
Kab.Wonogiri, 
Kab.Karanganyar 
2015 - Kota Surakarta 
Kab.Boyolali, 
Kab.Klaten, 
Kab.Sukoharjo, 
Kab.Sragen 
Kab.Wonogiri, 
Kab.Karanganyar 
2016 - Kota Surakarta 
Kab.Klaten, 
Kab.Sukoharjo, 
Kab.Sragen 
Kab.Boyolali, 
Kab.Wonogiri, 
Kab.Karanganyar 
2017 - Kota Surakarta 
Kab.Boyolali, 
Kab.Klaten, 
Kab.Sukoharjo, 
Kab.Karanganyar, 
Kab.Sragen 
Kab.Wonogiri 
 Sumber: Olahan Data, 2019. 
sektor industri pengolahan sebagai sektor 
penyumbang PDRB serbesar, kecuali Kota 
Surakarta. Sektor konstruksi menjadi 
penyumbang PDRB terbesar di Kota 
Surakarta yaitu sebesar 1488.36 miliar 
rupiah. Sektor-sektor yang bernilai positif 
mempunyai daya saing yang lebih tinggi 
daripada sektor yang sama di Provinsi Jawa 
Tengah.  
Meskipun adanya besaran nilai 
positif yang tinggi, masih ada pula nilai 
yang negatif menunjukkan adanya 
penurunan sumbangan PDRB karena 
tingkat pertumbuhan sektor tersebut relatif 
lamban.Sektor yang menyebabkan 
penurunan PDRB yaitu sektor pertanian, 
kehutanan, dan perikanan di Kabupaten 
Sragen sebesar 31.9 miliar rupiah serta 
sektor pertambangan dan penggalian di 
Kota Surakarta sebesar 0.03 miliar rupiah.  
 Nilai Shift-Share yang dihasilkan 
dari penjumlahan 3 (tiga) komponen, yaitu 
regional share, proportional shift, dan  
differential shift menunjukkan Kota 
Surakarta memiliki nilai terbesar yaitu 
5931.33 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan 
Kota Surakarta mendapatkan pertambahan 
PDRB yang tinggi dari 17 (tujuh belas) 
sektor, meskipun sektor pertambangan dan 
penggalian menyebabkan penurunan PDRB 
namun tidak signifikan dibandingkan 
dengan sektor lainnya yang memberikan 
sumbangan dalam jumlah banyak. 
Pembangunan manusia menjadi 
salah satu ukuran utama dalam 
pembangunan di suatu wilayah sehingga 
kedudukannya sangat penting dalam 
pembangunan. Pertumbuhan ekonomi 
sangat membutuhkan pembangunan 
manusia dalam hal input yang dibutuhkan 
dan produk yang dihasilkan sehingga 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
manusia harus berjalan beriringan (UNDP, 
1996).  
Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) merupakan salah satu indikator 
untuk melihat kesempatan penduduk dalam 
mengakses suatu pembangunan dengan 
adanya hak setiap individu memperoleh 
pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan 
sebagainya. Selain itu, indeks ini juga 
menjadi parameter dalam melihat pengaruh 
kebijakan ekonomi suatu wilayah terhadap 
kualitas penduduknya. Peningkatan kualitas 
hidup akan  lebih terjamin jika adanya 
kemampuan dasar untuk hidup jangka 
panjang dan  dalam keadaan sehat, memiliki 
pengetahuan yang selaras dengan 
perkembangan zaman, dan memiliki 
kemampuan untuk mendapatkan segala 
sumber daya agar dapat hidup secara layak. 
 
Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia 
Menurut Kabupaten/Kota di Kawasan  
Subosukawonosraten Tahun 2013−2017  
Kabupaten
/ Kota 
2013 2014 2015 2016 2017 
Kab.Boyolali 69,81 70,34 71,74 72,18 72,64 
Kab.Klaten 72,42 73,19 73,81 73,97 74,25 
Kab. 
Sukoharjo 
73,22 73,76 74,53 75,06 75,56 
Kab. 
Wonogiri 
66,40 66,77 67,76 68,23 68,66 
Kab. 
Karanganyar 
73,33 73,89 74,26 74,90 75,22 
Kab.Sragen 69,95 70,52 71,10 71,43 72,40 
Kota 
Surakarta 
78,89 79,34 80,14 80,76 80,85 
 
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018. 
 
Pertumbuhan IPM di tiap 
kabupaten/kota mengalami kenaikan setiap 
tahunnya dari tahun 2013 sampai tahun 
2017. Semakin tingginya nilai IPM yang 
mendekati 100, maka semakin menunjukkan 
adanya kesempatan yang lebih baik bagi 
penduduk terhadap sasaran pembangunan 
manusia. IPM tertinggi dimiliki oleh Kota 
Surakarta dengan nilai disetiap tahunnya 
dalam rentang 78 hingga 80. Kota Surakarta 
memiliki posisi lebih tinggi sebagai pusat 
dari seluruh kegiatan, baik pendidikan, 
perekonomian, bisnis, perdagangan, dan 
lain-lain dibandingkan dengan kabupaten 
lainnya. Hal tersebut mendukung Kota 
Surakarta dalam pencapaian pembangunan 
manusia yang lebih tinggi. Adanya akses 
yang mudah dalam mendapatkan pendidikan 
maupun kesehatan. Selain itu, ditunjang 
dengan sarana dan prasarana yang memadai. 
Tidak dapat dipungkiri juga, Kota Surakarta 
memiliki banyak pusat kegiatan dan bagian 
dari sumber daya manusia maupun ekonomi. 
Di sisi lain, Kabupaten Wonogiri 
memiliki IPM yang terendah selama 5 
tahun. Berkebalikan dengan Kota 
Surakarta, Kabupaten Wonogiri masih 
belum memiliki sarana dan prasarana 
dengan jumlah yang memadai seperti Kota 
Surakarta. Akses pendidikan dan kesehatan 
masih dalam golongan cukup. Perlambatan 
dalam pembangunan manusia di Kabupaten 
Wonogiri ini perlu diatasi dengan 
meningkatkan sasaran pembangunan 
berupa umur panjang dan sehat, 
pengetahuan, serta standar hidup layak. 
Ketimpangan merupakan suatu 
fenomena yang sering terjadi pada proses 
pembangunan ekonomi di suatu wilayah. 
Setiap proses pembangunan selalu 
menimbulkan permasalahan yang 
mempertanyakan keadilan dan pemerataan. 
Kondisi pembangunan ekonomi di setiap 
wilayah dapat dilihat melalui besar kecilnya 
PDRB per kapita dan jumlah penduduk 
sehingga menggambarkan ketimpangan 
antar wilayah. Besaran ketimpangan yang 
terjadi antar wilayah ditinjau melalui 
perhitungan Indeks Entropi Theil. Indeks 
entropi theil menjadi salah satu alat ukur 
ketimpangan karena nilai yang dihasilkan 
merupakan suatu aplikasi konsep teori 
informasi yang juga dapat menentukan 
konsentrasi industri (Kuncoro, 2010). 
Rata-rata ketimpangan wilayah di 
kawasan  Subosukawonosraten sebesar 0,92 
(Tabel 4). Nilai tersebut tergolong cukup 
tinggi karena dari keseluruhan 
kabupaten/kota, hanya terdapat 1 (satu) 
kota yang menyebabkan tingginya nilai 
rata-rata ketimpangan yaitu Kota Surakarta 
yang memiliki indeks diatas 2 setiap 
tahunnya. Indeks entropi theil Kawasan   
Subosukawonosraten tahun 2013-2017 
mengalami kondisi yang stagnan dengan 
besaran yang sama tiap tahunnya yaitu 
0,92.  
 
 
 
 
 
 
Tabel 4. Indeks Entropi Theil Tiap 
Kabupaten/Kota di Kawasan  
Subosukawonosraten Tahun 2013−2017 
Kabupaten/ 
Kota  
Tahun Rata- 
Rata 2013 2014 2015 2016 2017 
Kab. Boyolali 0,44 0,44 0,45 0,45 0,45 0,45 
Kab. Klaten 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
Kab. 
Sukoharjo 
0,77 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 
Kab. 
Wonogiri 
0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 
Kab. 
Karanganyar 
0,77 0,77 0,76 0,75 0,75 0,76 
Kab.Sragen 0,71 0,71 0,72 0,73 0,73 0,72 
Kota 
Surakarta 
2,93 293 2,94 2,94 2,94 2,94 
IET 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 0,92 
Sumber: Olahan Data, 2019. 
Tingginya indeks entropi theil di 
Kota Surakarta dapat membawa implikasi 
terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. 
Implikasi yang timbul biasanya dalam 
bentuk kecemburuan dan kepuasan 
masyarakat terhadap hasil kinerja 
pemerintah. Pendapatan per kapita juga 
menjadi salah satu penyebab tingginya 
angka tersebut dan adanya kecenderungan 
pembangunan yang terjadi di Kota Surakarta 
sebagai pusat berbagai kegiatan. Menurut 
Cheyne, O’Brien dan Belgrave (1998), 
faktor yang menyebabkan terjadinya 
ketimpangan dapat diakibatkan dari 
tersumbatnya akses-akses kelompok tertentu 
terhadap berbagai sumber-sumber 
kemasyarakatan, seperti pendidikan, 
kesehatan, air bersih, listrik, dan tempat 
tinggal. Selain itu, tidak adanya peningkatan 
kualitas para pekerja sehingga masyarakat 
yang memiliki keterampilan minim juga 
mendapatkan timbal balik berupa upah yang 
rendah. 
 
Hubungan Antara Pertumbuhan 
Ekonomi, Pembangunan Manusia, dan 
Ketimpangan Wilayah 
Pembangunan ekonomi menitik-
beratkan pada peranan uang dalam kegiatan 
pembangunan di suatu wilayah. Kondisi 
perekonomian akan menentukan tingkat 
kesejahteraan masyarakatnya. Tentunya 
dalam segala kegiatan perekonomian akan 
melibatkan sumber daya manusia dengan 
berbagai aspek keunggulan dari setiap 
individu. Tak dapat dipungkiri dengan 
adanya usaha meningkatkan pembangunan 
di suatu daerah dapat terjadi ketimpangan 
antar wilayah sehingga memaksa terjadinya 
perubahan paradigma pembangunan. 
Hubungan antara variabel bebas dan 
variabel terikat diketahui melalui uji 
korelasi pearson. Sebelum adanya 
penjabaran mengenai hasil korelasi 
pearson, perlu adanya uji asumsi klasik 
terlebih dahulu. Hasil uji normalitas dari 
ketiga variabel dilihat melalui hasil uji 
normalitas Shapiro-Wilk, hal tersebut 
dikarenakan jumlah data yang digunakan 
dalam penelitian ini tidak lebih dari 50 
sampel.  Variabel pertumbuhan ekonomi 
dan pembangunan manusia didapatkan hasil 
sig. sebesar 0,199 dan 0,170 (Lampiran 1). 
Hasil tersebut menunjukkan nilai lebih dari 
0,05 sehingga H0 diterima atau data 
berdistribusi normal. Hasil untuk variabel 
ketimpangan wilayah didapatkan sig. 
sebesar 0,000 (Lampiran 1) yang berarti 
kurang dari 0,05 sehingga H0 ditolak atau 
data tidak berdistribusi normal. Adanya 
data yang tidak berdistribusi normal 
sehingga dilakukan uji korelasi pearson 
dengan menggunakan bootstrapping yang 
merupakan salah satu cara untuk mengatasi 
penyimpangan asumsi normalitas. 
Bootstrapping dilakukan adanya 
pengulangan data sebanyak 1000 kali. 
 
a. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi 
dan Ketimpangan Wilayah 
Tabel 5. Hasil Korelasi Pearson antara 
Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan 
Kawasan Subosukawonosraten Tahun 
2013-2017 
Sumber: Analisis Korelasi. Angka signifikansi: 0,01. 
 
Hasil analisis korelasi (Korelasi 
Pearson) untuk variabel pertama 
menggunakan data yaitu laju pertumbuhan 
ekonomi dari tahun 2013-2017, sedangkan 
variabel ketimpangan wilayah dilihat 
melalui Indeks Entropi Theil didapatkan 
nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000 
(Tabel 5) yang menunjukkan nilai < 0,05 
sehingga H0 ditolak atau adanya hubungan 
antar kedua variabel. Nilai korelasi yang 
didapatkan sebesar 0,039 menunjukkan 
hubungan positif atau searah, namun dengan 
besaran kekuatan sangat lemah. Kondisi 
tersebut menggambarkan bahwa kondisi 
pada tiap variabel saling mempengaruhi satu 
dengan yang lainnya. 
 
Tabel 6. Tipologi Hubungan Pertumbuhan 
Ekonomi dan Ketimpangan Wilayah 
Pertumbuhan 
ekonomi 
Ketimpangan Wilayah 
Tinggi 
(Di atas 
rata-rata) 
Rendah 
(Di bawah rata-
rata) 
Tinggi 
(Di atas rata-
rata) 
- 
Kab. Boyolali, 
Kab. Sukoharjo, 
Kab. Sragen 
Rendah 
(Di bawah 
rata-rata) 
Kota 
Surakarta 
Kab. Klaten, 
Kab. Wonogiri, 
Kab. 
Karanganyar  
Sumber: Olahan Data, 2019. 
 
Berdasarkan hasil tipologi dari 
variabel Pertumbuhan ekonomi dan 
ketimpangan wilayah tiap kabupaten/kota di 
Kawasan  Subosukawonosraten pada tabel 
4.18, didapatkan bahwa Tipe I diduduki oleh 
Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, 
dan Kabupaten Sragen Tipe II tidak ada 
daerah yang mendudukinya. Tipe III 
diduduki oleh Kabupaten Klaten, Kabupaten 
Wonogiri, dan Kabupaten Karanganyar. 
Sementara itu, tipe IV diduduki oleh Kota 
Surakarta. 
Tipe I menunjukkan daerah yang 
paling baik karena memiliki pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi dengan ketimpangan 
yang rendah sehingga kondisi ini perlu 
dipertahankan untuk Kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten 
Sragen. Tipe III memiliki nilai rendah di 
kedua variabel sehingga perlu adanya 
perhatian lebih untuk peningkatan 
produktifitas kegiatan ekonominya supaya 
dapat mendukung Pertumbuhan ekonomi 
pada daerah tersebut. Tipe IV merupakan 
tipe yang memiliki kondisi paling buruk 
diantara keempat tipe. Tentunya Pemerintah 
Kota Surakarta perlu segera mengatasi 
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0,390 
Sig. 0,000 
kondisi yang terjadi yaitu masih 
melebarnya ketimpangan dengan laju 
pertumbuhan ekonomi yang rendah. 
 
b. Hubungan Pembangunan Manusia 
dan Ketimpangan Wilayah 
Tabel 7. Hasil Korelasi Pearson antara 
Pembangunan Manusia, dan Ketimpangan 
Kawasan Subosukawonosraten Tahun 
2013-2017 
Sumber: Analisis Korelasi. Angka signifikansi: 0,01. 
 
Pengukuran pembangunan manusia 
menggunakan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM), sedangkan ketimpangan 
menggunakan Indeks Entropi Theil. 
Analisis hubungan antara pembangunan 
manusia dan ketimpangan wilayah dengan 
rentang tahun 2013-2017 didapatkan bahwa 
keduanya memiliki hubungan yang 
signifikan. Melalui hasil uji korelasi 
pearson, nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 
0,000 (Tabel 7) menunjukkan besaran nilai 
<0,05 sehingga H0 ditolak atau adanya 
hubungan signifikan antar kedua variabel. 
Nilai korelasi pearson yang didapatkan 
sebesar 0,810. Korelasi yang bernilai positif 
tersebut menunjukkan bahwa arah 
hubungan antara kedua variabel searah dan 
sangat kuat karena nilai korelasi lebih dari 
0,8. Apabila indeks pembangunan manusia 
kabupaten/kota di Kawasan 
Subosukawonosraten meningkat akan 
diikuti dengan nilai ketimpangan wilayah 
yang juga meningkat. Sebaliknya, apabila 
adanya penurunan indeks pembangunan 
manusia, maka tingkat ketimpangan akan 
menurun. Hasil korelasi pearson juga perlu 
dilihat dari setiap kabupaten/kota. 
 
Tabel 8. Tipologi Hubungan Pembangunan 
Manusia dan Ketimpangan Wilayah 
Pertumbuh
an ekonomi 
Ketimpangan Wilayah 
Tinggi 
(Di atas 
rata-rata) 
Rendah 
(Di bawah rata-
rata) 
Tinggi 
(Di atas 
rata-rata) 
Kota 
Surakarta 
Kab. Klaten, Kab. 
Sukoharjo, Kab. 
Karanganyar 
Rendah 
(Di bawah 
rata-rata) 
- 
Kab. Boyolali, 
Kab. Wonogiri, 
Kab. Sragen  
Sumber: Olahan Data, 2019. 
 
Berdasarkan analisis hubungan 
menggunakan tipologi wilayah pada tabel 
4.21, pada tipe I yang merupakan kondisi 
paling baik diduduki oleh 3 (tiga) 
kabupaten, yaitu Kabupaten Klaten, 
Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten 
Karanganyar. Kondisi ini perlu 
dipertahankan supaya adanya peningkatan 
IPM baik dari segi kesehatan, pendidikan, 
maupun pengeluaran tetap bisa menekan 
ketimpangan wilayah. Tipe II diduduki oleh 
Kota Surakarta yang menunjukkan kondisi 
IPM tinggi namun ketimpangan wilayah 
juga tinggi. Kondisi ini perlu dilakukan 
pembenahan supaya dengan adanya 
peningkatan IPM tidak diikuti oleh 
ketimpangan wilayah. Tipe III terdapat 3 
(tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Boyolali, 
Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten 
Sragen, sedangkan tipe IV tidak ada 
kabupaten/kota yang mendudukinya. 
Analisis hubungan menggunakan tipologi ini 
dapat menjadi dasar untuk menentukan arah 
pengembangan dan kebijakan pemerintah 
untuk meningkatkan dan memperbaiki 
kondisi wilayahnya. 
 
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan 
Indeks Pembangunan Manusia terhadap 
Ketimpangan Wilayah 
Selanjutnya, digambarkan model 
untuk pengaruh secara bersama-sama 
menggunakan pendekatan pooled time 
series. Pendekatan tersebut terdiri dari data 
runtut waktu (time series) dan data silang 
waktu (cross section). Secara bersama-sama, 
ketiga variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, 
pembangunan manxusia, dan ditambahkan 
variabel dummy terbukti mempengaruhi 
perubahan ketimpangan wilayah. Dummy 
digunakan untuk melihat variasi dari kondisi 
setiap daerah dan peranannya di Kawasan 
Subosukawonosraten. Analisis yang 
digunakan untuk menguji pengaruh yaitu 
regresi data panel. Sebelum dilakukan 
regresi tersebut, terlebih dahulu harus 
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melakukan beberapa pengujian, yaitu uji 
estimasi model, uji asumsi klasik, dan uji 
kriteria statistik. 
  Uji estimasi model dilakukan 
untuk menentukan model terbaik yang 
digunakan pada penelitian ini, uji tersebut 
ada 3, yaitu Uji Chow, Uji Hausman, dan 
Uji Langrange Multiplier (LM). Uji chow 
digunakan untuk menentukan antara Fixed 
Effect dengan Common Effect, didapatkan 
hasil nilai prob. F kurang dari 0,05 yaitu 
0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 
H0 ditolak atau model yang dipilih adalah 
Fixed Effect. Selanjutnya memilih antara 
model Fixed Effect dengan Random Effect 
melalui Uji Hausman. Hasil yang 
didapatkan dari Uji Hausman yaitu nilai 
prob. kurang dari 0,05 yaitu 0,000 sehingga 
H0 ditolak atau model yang dipilih adalah 
Fixed Effect. 
Sebelum melakukan interpretasi 
terhadap hasil Fixed Effect, dilakukan uji 
asumsi klasik terlebih dahulu, meliputi uji 
normalitas, uji multikolinearitas, uji 
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji 
normalitas dilakukan untuk mengetahui 
data berdistribusi normal atau tidak. Hasil 
yang didapatkan nilai prob. Jarque-Bera 
lebih besar dari 0,05 yaitu 0,670437 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
yang digunakan berdistribusi normal. 
Selanjutnya adalah uji multikolinearitas 
didapatkan nilai hubungan antara 
Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
manusia sebesar 0,85; hubungan antara 
Pertumbuhan ekonomi dengan variabel 
dummy sebesar 0,40; dan hubungan antara 
pembangunan manusia dan variabel dummy 
sebesar 0,48. Ketiga nilai tersebut 
menunjukkan nilai kurang dari 0,90. 
Menurut Ghozali (2013), jika matrik 
korelasi tidak ada nilai lebih dari 0,90, 
maka bebas multikolinearitas. Oleh karena 
itu, dari hasil yang didapatkan 
menunjukkan variabel bebas bebas 
multikolinearitas. 
Hasil uji heteroskedastisitas 
menggunakan Uji Glejser didapatkan nilai 
prob. Chi-Square Obs*R-squared sebesar 
0,1325, angka tersebut lebih besar dari 0,05 
maka bebas masalah heteroskedastisitas. 
Uji asumsi klasik yang keempat adalah uji 
autokorelasi. Uji autokorelasi dapat 
dilakukan menggunakan Breusch-Godfrey 
Serial Correlation LM Test. Hasil dari uji 
tersebut didapatkan nilai prob. Chi-Square 
Obs*R-squared sebesar 0,3584 (Lampiran 
10). Menurut Ghozali (2013), jika nilai 
probabilitas Obs*R-squared > 0,05 maka 
tidak terjadi masalah autokorelasi sehingga 
disimpulkan bahwa data bebas dari masalah 
autokorelasi. 
Tahapan terakhir dalam regresi data 
panel adalah melakukan uji statistik yang 
terdiri dari interpretasi uji koefisien regresi 
secara simultan (uji f), uji koefisien regresi 
secara parsial (uji t), dan koefisien 
determinasi (R2). Hasil uji f didapatkan nilai 
prob. (F-statistic) yaitu 0,000000, angka 
tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat 
disimpulkan bahwa  dalam model regresi ini 
variabel bebas memiliki pengaruh secara 
bersama-sama terhadap variabel terikat. 
Hasil uji t didapatkan variabel 
pertumbuhan ekonomi dan variabel dummy 
memiliki nilai prob. (t-statistic) < 0,05 
sehingga disimpulkan bahwa kedua variabel 
bebas tersebut berpengaruh signifikan secara 
parsial terhadap variabel terikat. Sedangkan 
variabel pembangunan manusia memiliki 
nilai prob. (t-statistik) > 0,05 yaitu 0,1718 
sehingga disimpulkan bahwa tidak adanya 
pengaruh signifikan secara parsiap terhadap 
variabel terikat. Hasil yang ketiga yaitu 
koefisien determinasi, didapatkan nilai 
adjusted-Rsquared sebesar 0,999955. Nilai 
tersebut menunjukkan bahwa sekumpulan 
variabel bebas mampu menjelaskan variabel 
terikat sebesar 99,9955%. Maka selebihnya 
yaitu 100% - 99,9955% = 0,0045% 
dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel 
dalam model regresi. 
Hasil akhir dari analisis regresi data 
panel yaitu persamaan regresi yang akan 
menunjukkan pengaruh dari variabel-
variabel terhadap ketimpangan wilayah. 
Model ini dapat digunakan sebagai prediksi 
perubahan ketimpangan wilayah akibat dari 
perubahan variabel-variabel yang 
digunakan, yaitu pertumbuhan ekonomi, 
pembangunan manusia, dan dummy. 
Persamaan regresi yang didapatkan sebagai 
berikut: 
Yp = 1,06 + 3,60LPE - 0,003IPM + 0,014D +  
 Berdasarkan persamaan regresi di 
atas menunjukkan pengaruh yang diberikan 
masing-masing variabel bervariasi. 
Besarnya nilai pengaruh yang dimiliki 
variabel Pertumbuhan ekonomi sebesar 
3,60 menunjukkan jika adanya peningkatan 
pertumbuhan ekonomi sebesar Rp1 juta 
maka akan diikuti pula pada peningkatan 
ketimpangan wilayah sebesar 3,60% 
apabila variabel yang lainnya konstan. 
Variabel kedua yaitu pembangunan 
manusia (IPM) memiliki koefisien sebesar -
0,003, artinya jika variabel yang lainnya 
konstan, maka setiap peningkatan indeks 
pembangunan manusia sebesar 1% akan 
berakibat pada penurunan ketimpangan 
wilayah sebesar 0,003%. Variabel ketiga 
yaitu dummy  yang memiliki koefisien 
sebesar 0,014, artinya daerah yang berada 
pada kondisi lebih baik akan berakibat pada 
kenaikan nilai ketimpangan wilayah sebesar 
0,014%. 
Ketiga variabel yang digunakan 
menunjukkan perbandingan bahwa 
pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh 
yang paling besar terhadap kenaikan nilai 
ketimpangan wilayah. Daerah yang 
memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi akan 
mendorong terjadinya ketimpangan 
wilayah. Hal tersebut dapat diakibatkan dari 
faktor-faktor produksi di tiap 
kabupaten/kota dalam Kawasan 
Subosukawonosraten belum optimal dalam 
kegiatan pembangunan sehingga perbedaan 
kondisi perekonomian antardaerah akan 
cenderung meningkat. Selanjutnya, 
besarnya pengaruh diikuti oleh variabel 
dummy, adanya pengelompokkan wilayah 
dalam 2 (dua) zona, yaitu zona inti dan 
zona luaran akan mempengaruhi kegiatan 
ekonomi yang berlangsung didalamnya 
sehingga ketimpangan akan mengikuti 
pergerakan dari setiap kegiatan yang 
terjadi.  
Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap 
ketimpangan wilayah. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa setiap indikator dalam 
IPM yaitu capaian umur panjang dan sehat 
mewakili bidang kesehatan, harapan lama 
sekolah dan rata-rata lama sekolah 
mewakili bidang kesehatan, dan kemampuan 
daya beli masyarakat memiliki nilai yang 
besar akan menyebabkan penurunan 
terhadap nilai ketimpangan wilayah 
dibandingkan dengan variabel lainnya. 
Berdasarkan seluruh uraian di atas, secara 
umum hipotesis ketiga penelitian yang 
menduga adanya pengaruh secara bersama-
sama terbukti benar. Melalui hasil yang 
ditunjukkan negatif dari indikator IPM 
menjadi tantangan Pemerintah Daerah untuk 
terus meningkatkan, memeratakan, dan 
memperluas jangkauan dan kualitas 
pelayanan kesehatan, pendidikan, dan 
pelayanan sosial lainnya ke tiap pelosok 
daerah supaya menjangkau tiap lapisan 
masyarakat dan menekan ketimpangan di 
tiap wilayah.    
Selain melalui regresi data panel, 
terdapat teknik analisis berdasarkan pola 
hubungan secara spasial antara Pertumbuhan 
ekonomi, pembangunan manusia, dan 
ketimpangan dengan menggunakan segitiga 
tipologi wilayah. Tipologi wilayah terbagi 
menjadi 9 (sembilan) tipe dengan 
melakukan klasifikasi tinggi, sedang dan 
rendah dari setiap variabel. Klasifikasi 
tinggi, sedang, dan rendah ditentukan dari 
nilai rata-rata dan standar deviasi setiap 
variabel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Segitiga Tipologi Hubungan 
Tiap Kabupaten/Kota di Kawasan 
Subosukawonosraten 
Sumber: Olahan Data, 2019 
 
Hasil tipologi hubungan dari ketiga 
variabel yang ada di Kawasan 
Subosukawonosraten menggambar 
pengelompokkan wilayah menjadi 5 (lima) 
tipe (Gambar 1). Tipe I terdapat Kota 
Surakarta yang memiliki nilai pertumbuhan 
ekonomi sedang, serta nilai pembangunan 
manusia dan ketimpangan wilayah yang 
tinggi.  Kondisi ini dikarenakan Kota 
Surakarta memiliki nilai yang ekstrem pada 
kedua variabel sehingga pengelompokkan 
wilayah yang terbentuk pun menyebabkan 
daerah ini dalam tipe tersendiri.  
Tipe II mencakup Kabupaten 
Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar 
yang memiliki nilai pertumbuhan ekonomi, 
pembangunan manusia, dan ketimpangan 
wilayah dalam kategori sedang. Kondisi ini 
dapat dimungkinkan adanya pengaruh dari 
letak kedua kabupaten yang berdekatan 
dengan Kota Surakarta dengan notabene 
sebagai inti daerah di Kawasan 
Subosukawonosraten. Maka dari itu, segala 
kegiatan yang berkembang di Kota 
Surakarta juga memiliki dampak yang baik 
bagi daerah di sekitarnya terutama 
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten 
Karanganyar.  
Tipe III diduduki oleh Kabupaten 
Sragen dengan nilai pertumbuhan ekonomi 
tinggi, pembangunan manusia rendah, dan 
ketimpangan wilayah dalam kategori 
sedang. Tipe IV mencakup Kabupaten 
Boyolali dan Kabupaten Klaten yang 
memiliki nilai pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan manusia yang sedang, 
sedangkan nilai ketimpangan masuk 
kategori rendah. Tipe yang terakhir yaitu 
tipe V mencakup Kabupaten Wonogiri yang 
memiliki nilai dari ketiga variabel dalam 
kategori rendah. Adanya kondisi Kabupaten 
Wonogiri yang dikatakan paling buruk 
dibandingkan dengan kabupaten/kota 
lainnya perlu mendapat prioritas utama 
dalam perbaikan segala aspek yang 
menghambat perkembangan daerah tersebut. 
Hasil tipologi hubungan tersebut 
dilanjutkan dengan analisis secara spasial. 
Peta Tipologi Hubungan Pertumbuhan 
ekonomi, Pembangunan Manusia, dan 
Ketimpangan Wilayah di Kawasan 
Subosukawonosraten Tahun 2013-2017 
(Gambar 2) dapat memudahkan dalam 
melakukan analisis terhadap kondisi tiap 
daerah. Peta yang ada menunjukkan bahwa 
semakin rendah posisi yang diduduki suatu 
daerah maka semakin muda warna yang 
dimiliki. Peta tersebut menggunakan 
simbologi warna hijau (hijau tua hingga 
hijau muda). Terlihat pada peta (Gambar 
4.20), Kota Surakarta yang berada pada Tipe 
I atau tipe yang paling baik memiliki warna 
hijau tua. Semakin buruknya kondisi 
wilayah (menuju tipe V) memiliki warna 
yang semakin muda. 
  
Gambar 2. Peta Tipologi Hubungan Pertumbuhan Ekonomi, IPM, dan Ketimpangan Wilayah 
di Kawasan Subosukawonosraten
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rekomendasi Pengembangan Wilayah 
Arahan pengembangan di Kawasan 
Subosukawonosraten berdasarkan 
pengelompokkan setiap kabupaten/kota 
yang terdiri dari 5 (lima) tipe wilayah. 
Arahan yang diberikan menggunakan 
landasan yang sesuai dengan karakteristik 
wilayahnya yaitu melalui misi setiap 
kabupaten/kota yang tertuang dalam 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD). Pentingnya dalam 
meninjau RPJMD supaya arahan 
pengembangan selaras dengan hal yang 
akan dicapai setiap daerah. Selain itu, 
arahan yang diberikan dengan meninjau 
sektor pembentuk PDRB yang paling 
dominan di setiap daerah.  
Kota Surakarta merupakan wilayah 
dengan tipe I yang mempunyai besaran 
pertumbuhan ekonomi sedang, 
pembangunan manusia dan ketimpangan 
wilayah yang tinggi. Hal tersebut ditunjang 
dengan sektor utama pembentuk PDRB 
berupa sektor konstruksi. Tipe wilayah I 
merupakan tipe wilayah yang dinilai paling 
baik daripada yang lainnya meskipun 
adanya ketimpangan wilayah yang tinggi 
perlu diatasi. Sesuai dengan misi yang 
tertuang dalam RPJMD Kota Surakarta, 
rekomendasi pengembangan wilayah yang 
diberikan fokus pada pemenuhan kebutuhan 
masyarakat dalam hal pendidikan, 
kesehatan, dan permukiman penduduk yang 
layak huni. Kondisi perekonomian yang 
sudah baik dengan ditunjukkan melalui 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi perlu 
dipertahankan supaya tidak terjadi 
penurunan pada tahun-tahun selanjutnya. 
Sektor konstruksi yang memiliki kontribusi 
terbesar perlu dimanfaatkan untuk terus 
mengembangkan ekonomi lokal. Selain itu, 
perlu penekanan tingkat ketimpangan 
wilayah dengan memperhatikan kegiatan 
pembangunan supaya merata dan 
menjangkau seluruh lapisan masyarakat. 
Tipe wilayah II mencakup 
Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten 
Karanganyar yang memiliki karakteristik 
tingkat Pprtumbuhan ekonomi, 
pembangunan manusia, dan ketimpangan 
wilayah bernilai sedang. Kondisi tersebut 
menunjukkan daerah yang masuk dalam 
kondisi yang cukup baik, disisi lain karena 
posisi kedua kabupaten ini bersebelahan 
langsung dengan Kota Surakarta sehingga 
memberikan dampak positif bagi 
perkembangan wilayah kedua kabupaten. 
Rekomendasi pengembangan wilayah untuk 
Kabupaten Sukoharjo mengarah pada 
peningkatan kondisi perekonomian yang 
masih perlu ditingkatkan. Adanya sektor 
utama pembentuk PDRB berupa sektor 
industri pengolahan harus mampu 
diprioritaskan untuk membuka lapangan 
pekerjaan seluas-luasnya. Hal tersebut 
diselaraskan dengan misi dalam RPJMD 
Kabupaten Sukoharjo berupa penguatan 
kemandirian ekonomi daerah dengan 
menggerakan sektor unggulan daerah. Oleh 
karena itu, sektor industri pengolahan 
diharapkan dapat terus menciptakan iklim 
ekonomi yang berkelanjutan.  
Kabupaten Sragen merupakan 
wilayah yang masuk tipe III dengan 
karakteristik pertumbuhan ekonomi dalam 
klasifikasi tinggi, ketimpangan yang 
bernilai sedang, dan pembangunan manusia 
yang rendah. Fokus utama dalam perbaikan 
pembangunan manusia dengan 
menyediakan akses penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial dan ditunjang melalui 
pembangunan infrastruktur yang 
menyeluruh. Perbaikan kondisi 
pembangunan manusia diharapkan dapat 
meningkatkan pendapatan daerah dan 
berani bersaing dengan daerah lainnya. 
Tipe wilayah IV mencakup 
Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten 
yang memiliki karakteristik tingkat 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan 
manusia, serta ketimpangan yang masuk 
klasifikasi rendah. Berdasarkan misi dalam 
RPJMD Kabupaten Boyolali, terdapat 
beberapa rekomendasi pengembangan 
wilayah meliputi penumbuhan daya tarik 
investasi. Realisasi nilai investasi baik 
PMDN maupun PMA di Kabupaten 
Boyolali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 
masih belum berada pada kondisi yang 
paling baik  sehingga belum menunjukkan 
adanya pro investasi. Selain itu, banyaknya 
potensi yang dapat dikembangkan tentu 
harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk 
menumbuhkan perekonomian daerah. 
Prioritas pengembangan wilayah 
pertama berada di Kabupaten Wonogiri 
yang masuk tipe wilayah V. Kabupaten 
Wonogiri ditetapkan sebagai prioritas 
pertama karena memiliki kondisi 
Pertumbuhan ekonomi, pembangunan 
manusia, dan ketimpangan yang paling 
rendah. Berdasarkan misi Kabupaten 
Wonogiri, fokus prioritas pemgembangan 
berupa perbaikan kondisi ekonomi melalui 
penguatan hubungan seluruh stakeholder 
yang akan berkerja secara bersama-sama 
dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Selain itu, adanya sektor 
industri pengolahan yang memberikan 
kontribusi terbesar selama 5 (lima) tahun 
pada PDRB dapat lebih dimanfaatkan dan 
dikelola dengan baik. 
 
KESIMPULAN 
1. Terdapat perbedaan distribusi setiap 
variabel masing-masing kabupaten/kota 
di Kawasan Subosukawonosraten 
sebagai berikut: 
a. Berdasarkan laju pertumbuhan 
ekonomi, daerah yang memiliki 
tingkat perkembangan pertumbuhan 
ekonomi tertinggi Kabupaten 
Sragen, sedangkan yang terendah 
berada di Kabupaten Wonogiri. 
Perbedaan tingkat pertumbuhan 
tersebut disebabkan besaran PDRB, 
jumlah penduduk, nilai sumbangan 
dari setiap sektor pembentuk PDRB, 
dan investasi di masing-masing 
kabupaten/kota.   
b. Pembangunan manusia di Kawasan 
Subosukawonosraten selama periode 
2013-2017 mengalami peningkatan 
lebih dari 0,4 persen sehingga 
menunjukkan kondisi pembangunan 
manusia yang paling baik berada di 
Kota Surakarta, sedangkan yang 
perlu dilakukan perbaikan berada di 
Kabupaten Wonogiri. 
c. Rata-rata ketimpangan selama 2013-
2017 di Kawasan 
Subosukawonosraten sebesar 0,92. 
Daerah yang paling berpengaruh  
pada tingginya nilai rata-rata 
ketimpangan tersebut yaitu Kota 
Surakarta dengan besaran Indeks 
Entropi Theil selalu diatas 2 setiap 
tahunnya.  
2. Hubungan antar variabel meliputi 
pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan 
wilayah, serta pembangunan manusia 
dan ketimpangan wilayah didapatkan 
hasil sebagai berikut: 
a. Hasil hubungan antara pertumbuhan 
ekonomi dan ketimpangan wilayah 
didapatkan nilai signifikansi (2-
tailed) sebesar 0,000 yang 
menunjukkan nilai < 0,05 artinya H0 
ditolak atau adanya hubungan antar 
kedua variabel dan korelasi bernilai 
positif sehingga hipotesis terbukti 
benar. Tipologi hubungan yang 
terbentuk hanya ada 2 (dua) tipe 
wilayah yang diduduki oleh 
kabupaten/kota. Tipe I diduduki oleh 
Kabupaten Boyolali, Kabupaten 
Sukoharjo, dan Kabupaten Sragen. 
Tipe II diduduki tidak ada daerah 
yang mendudukinya. Tipe III 
diduduki oleh Kabupaten Klaten, 
Kabupaten Wonogiri, Kabupaten 
Karanganyar dan Kabupaten Sragen. 
Tipe IV diduduki oleh Kota 
Surakarta 
b. Hasil hubungan antara 
pembangunan manusia dan 
ketimpangan wilayah didapatkan 
nilai signifikansi (2-tailed) sebesar 
0,000 yang menunjukkan nilai < 
0,05 artinya H0 ditolak atau adanya 
hubungan antar kedua variabel dan 
korelasi bernilai positif sehingga 
hipotesis tidak terbukti benar. 
Tipologi hubungan yang terbentuk 
hanya ada 3 (tiga) tipe wilayah yang 
diduduki oleh kabupaten/kota. Tipe I 
diduduki oleh Kabupaten Klaten, 
Kabupaten Sukoharjo, dan 
Kabupaten Karanganyar. Tipe II 
diduduki oleh Kota Surakarta. Tipe 
III diduduki oleh Kabupaten 
Boyolali, Kabupaten Wonogiri, dan 
Kabupaten Sragen, sedangkan tipe 
IV tidak ada kabupaten/kota yang 
mendudukinya.  
3. Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan manusia secara bersama-
sama terhadap ketimpangan wilayah 
didapatkan hasil sebesar 99,9955 
persen. Angka tersebut menunjukkan 
bahwa ketimpangan wilayah 
dipengaruhi sebesar 0,0045 persen oleh 
faktor lain diluar variabel yang ada di 
model regresi. Hasil persamaan regresi 
menunjukkan variabel pertumbuhan 
ekonomi memiliki pengaruh yang paling 
besar yaitu 3,60 persen, diikuti oleh 
dummy berpengaruh sebesar 0,014 
persen, dan pembangunan manusia 
memiliki pengaruh terhadap penurunan 
ketimpangan sebesar 0,003 persen. 
Penurunan tersebut menjadi tantangan 
Pemerintah Daerah untuk terus 
meningkatkan, memeratakan, dan 
memperluas jangkauan dan kualitas 
pelayanan kesehatan, pendidikan, dan 
pelayanan sosial lainnya ke tiap pelosok 
daerah supaya menjangkau tiap lapisan 
masyarakat dan terus menekan 
ketimpangan di tiap wilayah.  
4. Rekomendasi pengembangan Kawasan 
Subosukawonosraten disesuaikan 
dengan misi tiap kabupaten/kota yang 
tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 
Secara keseluruhan,  rekomendasi yang 
diberikan untuk meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan 
pembangunan manusia serta menekan 
tingginya ketimpangan wilayah yang 
didukung dari potensi yang dimiliki 
masing-masing kabupaten/kota. 
 
SARAN 
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk melakukan hal yang dapat 
meningkat produktivitas supaya dapat 
menekan nilai ketimpangan wilayah dan 
tercapai kesejahteraan hidup yang 
memadai.  
2. Pemerintah memberikan perhatian lebih 
untuk pembenahan pada daerah yang 
tertekan dan memiliki ketimpangan 
yang tinggi. 
3. Untuk penelitian selanjutnya dapat 
dilakukan dengan memperpanjang 
periode penelitian dan menambah 
variabel bebas.  
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